
 
 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR   /PRT/M/      TENTANG 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN  

GEDUNG PERSPEKTIF  

FIQIH SIYASAH 

(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang  

Kota Metro) 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

Oleh: 

 

Wisnu Anggara M 

NPM.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi : Siyasah Sar’iyyah (Hukum Tata Negara) 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

     H /      M 



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR   /PRT/M/      TENTANG 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN  

GEDUNG PERSPEKTIF  

FIQIH SIYASAH 

(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang  

Kota Metro) 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

Oleh: 

 

Wisnu Anggara M 

NPM.            

 

 

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah., S.H.I, M.H.I. 

 

 

 

Program Studi : Siyasah Sar’iyyah (Hukum Tata Negara) 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

     H /      M 
 



 
 

iii 

ABSTRAK 

 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kondisi 

bangunan gedung telah memenuhi syarat administratif  dan teknis 

sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fungsi bangunan 

tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor    Tahun      tentang Bangunan 

Gedung, dan Peraturan Walikota Metro Nomor    Tahun      

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Metro. Proses 

penerbitan SLF bangunan ini tergolong cukup sederhana dikarenakan 

hanya diperiksa oleh beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum 

Dan Tata Ruang Kota Metro dan tidak dilakukan oleh tim pemeriksa 

gedung yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada 

(existing) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung dalam Bagian Kelima Paragraf   

(Pasal    dan Pasal   ) Tata Cara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 

Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing) yang Dilakukan oleh 

Penyedia Jasa Pengkaji Teknis. Proses pengkajian gedung dilakukan 

oleh tenaga teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tim 

yang cukup sederhana. 

Rumusan Masalah :  ) Bagaimanakah Implementasi Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

  /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota 

Metro?,  ) Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

  /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Metro?. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 
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lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

  /PRT/M/     di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota 

Metro dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan meliputi 

proses prapermohonan SLF, proses permohonan SLF, dan proses 

penerbitan SLF. Namun proses pelaksanaanya hanya dilakukan 

dengan tim yang cukup sederhana sehingga tidak sesuai dengan 

amanat peraturan perundang-undangan. Dalam Perspektif Fiqih 

Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     di Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Tata Ruang Kota Metro tidak sesuai dengan amanat 

peraturan perundan-undangan karena dalam pelaksanaannya hanya 

dilakukan dengan tim yang cukup sederhana sehingga dalam proses 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung belum maksimal.  

 

Kata Kunci : Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Fiqih Siyasah  
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SURAT PERNYATAAN 
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MOTTO 

 

                      

                   

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 

wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu 

menyembah,” 

(QS. Al-Anbiya’ :   ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi ini maka penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata 

yang terkandung pada judul. Adapun judul skripsi ini yaitu 

“Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat  Republik Indonesia Nomor   /PRT/M/     

Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif 

Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kota Metro)”, maka terlebih dahulu penulis akan 

memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan 

dengan maksud judul skripsi ini,istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

itu antara lain : 

 . Implementasi disebut adalah tindakan-tindakan yang harus 

dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk 

menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.
1
 Implementasi 

yang dimaksud dalam judul ini yaitu pelaksanaan peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor   /PRT/M/     Tentang Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Pemerintah Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. 

 . Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat 

untuk mengatur. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  

Republik Indonesia Nomor   /PRT/M/      Tentang Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung. 

 . Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis 

dari orang atau badan yang berwenang yang dapat digunakan 

sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
2
 

                                                           
1 Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

    ),    . 
2Ibid.,     . 



  
 
 . Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang 

memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai 

dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
3
 

 . Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 

yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 

baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4
 

 . Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang 

terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat 

suatu fenomena.
5
 

 . Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu 

sendiri. Dalam fiqih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-

sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya hubungannya 

dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka terwujudnya bangunan gedung yang andal dan 

memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan 

fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional 

sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan 

lingkungannya, serta penyelenggaraan yang tertib guna menjamin 

keandalan teknis bangunan gedung sehingga terciptanya pemenuhan 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang 

berupa pengadaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. 

                                                           
3Pasal   Ayat ( ) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  

Republik Indonesia Nomor   /PRT/M/      Tentang Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung 
4Pasal   Ayat ( ) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  

Republik Indonesia Nomor   /PRT/M/      Tentang Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung. 
5 Martono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 

    ),   . 
6Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah (Jakarta: Kencana,     ),  . 



  

 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kondisi 

bangunan gedung telah memenuhi syarat administratif  dan teknis 

sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fungsi bangunan 

tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor    Tahun      tentang Bangunan 

Gedung, dan Peraturan Walikota Metro Nomor    Tahun      

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Metro. 

Bangunan gedung sebagai tempat manusia dalam melakukan 

kegiatannya, mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri. Selain 

itu juga bangunan gedung berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

keagamaan, usaha, sosial budaya maupun kegiatan khusus. 

Dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan kehidupan 

serta penghidupan penghuninya serta mewujudkan bangunan gedung 

yang fungsional, andal, seimbang, serasi, dan selaras dengan 

lingkungannya, perlu adanya pengaturan yang menjamin kelayakan 

bangunan gedung, terlebih bangunan tersebut bersifat publik yang 

melibatkan banyak orang di dalamnya, sehingga kelaikan fungsi 

gedung sangat penting untuk menghindari hal – hal yang tidak 

diinginkan. 

Berdasarkan observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa 

Pemerintah Daerah Kota Metro belum melaksanakan peraturan terkait 

Sertifikat Laik Fungsi dengan maksimal. Banyak gedung yang 

semestinya wajib Sertifikat Laik Fungsi tetapi belum mengurus 

perizinannya. Dalam hal pelaksanaanya, Pemerintah Daerah Kota 

Metro masih kesulitan dalam menentukkan bangunan dalam kategori 

laik, hal ini dikarenakan dalam proses kajian gedung belum dilakukan 

dengan menggunakan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).  

Aidia Grande Hotel (PT. Aidia Indonesia Propertindo) 

merupakan salah satu bangunan gedung hotel bintang tiga di Kota 

Metro yang belum lama mengurus SLF. Bangunan gedung ini 

merupakan bangunan gedung yang sudah ada (existing) dikarenakan 



  
 
bangunan ini berdiri sebelum mendapatkan SLF. Proses penerbitan 

SLF bangunan ini tergolong cukup sederhana dikarenakan hanya 

diperiksa oleh beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Tata Ruang Kota Metro dan tidak dilakukan oleh tim pemeriksa 

gedung yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada 

(existing) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung dalam Bagian Kelima Paragraf   

(Pasal    dan Pasal   ) Tata Cara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 

Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing) yang Dilakukan oleh 

Penyedia Jasa Pengkaji Teknis.Proses pengkajian gedung dilakukan 

oleh tenaga teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tim 

yang cukup sederhana. 

Sertifikat Laik Fungsi merupakan bentuk izin bangunan 

gedung yang fungsinya diperuntukkan untuk pelayanan umum. 

Sertifikat Laik Fungsi merupakan salah satu izin yang wajib dimiliki 

oleh pelaku usaha agar usahanya tetap berjalan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Pelaku usaha yang tertib terhadap peraturan 

pemerintah agar menghindarkan dari berbagai macam bentuk 

kejahatan termasuk kejahatan administrasi. Oleh karena itu, kepala 

daerah khususnya Kota Metro menegaskan kepada semua pelaku 

usaha agar memiliki Sertifikat Laik Fungsi. 

Dalam pandangan Fiqh Siyasah, untuk mengatur perizinan 

tentang Sertifikat Laik Fungsi, maka Pemerintah Daerah Kota Metro 

mengeluarkan Peraturan Walikota Metro Nomor    Tahun      

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Metro. Dalam 

peraturan ini mengatur pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat 

Laik Fungsi yang merupakan salah satu izin yang wajib dimiliki 

pelaku usaha untuk gedung yang dimilikinya. 

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah berarti 

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah adalah ilmu 

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar 

negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yakni 



  

 
mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

7
Tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
8
 

Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat    : 

                    

                        

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 

dan mencegah dari yang mungkar.Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung”.(QS. Al-Imran :    ) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut tentang bentuk Implementasi Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro berdasarkan 

perspektif Fiqih Siyasah. 

 

C. Fokus Penelitian dan Batasan Masalah 

Adapun fokus penelitian dan batasan masalah dalam 

penelitian, sebagai berikut: 

 . Fokus Penelitian adalah penelitian ini terfokus pada 

Implementasikan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 

  /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah 

Kota Metro. 

 . Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro 

dan Bangunan Hotel di Kota Metro 

 

 

                                                           
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah 

Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun (Bandung: 

Pustaka Setia,     ),   . 
8Iqbal, Fiqih Siyasah,.  . 



  
 
D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

 . Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro? 

 . Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah 

Daerah Kota Metro?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 . Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     di Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro. 

 . Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap 

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor   /PRT/M/     di Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Tata Ruang Kota Metro. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

dari segi teoritis maupun praktis yaitu : 

 . Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro) diharapkan 

dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada 

umumnya, civitas akademik  Fakultas Syari‘ah, Jurusan Siyasah 

Sar‘iyyah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi 

stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 



  

 
akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

 . Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden 

Intan Lampung mengenai Implementasi Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     

tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif  Fiqih 

Siyasah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 

Metro) dapat dipraktekkan sebagai suatu syarat terciptanya 

bangunan gedung yang andal dan nyaman. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Zenith Nafigati dengan judul 

EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR   TAHUN      

TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA MALANG 

Tahun     . Hasil penelitian menunjukan bahwa  penerapan 

Sertifikat Laik Fungsi di Kota Malang belum maksimal hal ini 

dapat dilihat dari, pertama, Efektivitas Persyaratan yang harus 

dipenuhi pemilik Gedung Bangunan terlalu kompleks sehingga 

membuat pemilik gedung banyak yang tidak lolos uji persyaratan 

dan penerbitan selama ini hanya    bangunan yang ber Sertifikat 

Laik Fungsi dari     bangunan. Kedua, Kecakupan yaitu 

Rendahnya respon masyarakat terhadap sosialisasi Sertifikat Laik 

Fungsi hal ini dibuktikan dari     undangan yang mengajukan 

hanya ada  -  pemilik Gedung Bangunan. Ketiga, Pemerataan: 

Minim nya SDM yang ada sehingga membuat hasil penyuluhan 

menjadi tidak menyeluruh ke semua bangunan gedung di Kota 

Malang. Keempat, Responsivitas:   ,   masyarakat tidak 

memiliki Sertifikat Laik Fungsi dikarena tidak ada kewajiban 

untuk mengurus Sertifikat Laik Fungsi sehingga masyarakat 

memilih tidak mengajukan dikarenakan faktor biaya,     

masyarakat mengurus Sertifikat Laik Fungsi merasa bahwa 

Sertifikat Laik Fungsi sangat menguntungkan dikarenakan untuk 

rekomendasi strata bintang. Kelima, Ketepatan untuk di Kota 



  
 

Malang sendiri masih banyak terdapat Gedung Bangunan yang 

tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi dan untuk bangunan Publik 

sangatlah tepat untuk mengurus Sertifikat Laik Fungsi karena 

untuk menjamin keselamatan pengunjung. Keenam, hambatan 

yang terjadi adalah mahalnya biaya untuk memenuhi rekomendasi 

dari tim Sertifikat Laik Fungsi. Dinas PUPR sebagai pelaksana 

kebijakan Sertifikat Laik Fungsi ini harus lebih aktif lagi dalam 

meningkatkan jumlah pemilik Sertifikat Laik Fungsi dan 

Pemerintah harus merevisi Perda tentang Sertifikat Laik Fungsi 

dikarenakan kurangnya pengaturan sanksi terhadap pemilik 

bangunan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi. 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Dian Yustikarini dengan judul 

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENATAAN RUANG 

DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

BANGUNAN GEDUNG DI KOTA MAKASSAR Tahun     . 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil 

penelitian sebagai berikut: ( ) Pelaksanaan Tugas Dinas Penataan 

Ruang Kota Makassar dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF) Bangunan gedung yang diamanahkan oleh Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor   /PRT/M/     Tentang 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung jo. Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor   Tahun      Tentang Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung sudah terlaksana namun belum 

maksimal. ( ) Dalam melaksanakan Penerbitan Sertifikat Laik 

Fungsi bangunan gedung di kota makassar, Dinas Penataan Ruang 

dihadapkan pada beberapa kendala berupa faktor sumber daya 

manusia yakni kurangnya personil di Bidang Penataan Bangunan, 

faktor anggaran yakni terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia 

sehingga pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan 

gedung di Kota makassar juga belum maksimal, faktor 

komunikasi yakni kurangnya pemahaman pemohon dan 

kurangnya sosialisasi. 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Devi Elora dengan judul 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PADA BANGUNAN GEDUNG 

DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN Tahun     . Kesimpulan yang 



  

 
didapatkan dalam penelitian ini adalah pengaturan Hukum 

Mengenai Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung dalam 

keberadaan IMB yang pada dasarnya keberadaan Sertifikat Laik 

Fungsi berada atau didasarkan pada IMB. Sertifikat Laik Fungsi 

merupakan suatu ketentuan pemanfaatan bangunan, sedangkan 

IMB merupakan legalitas keberadaan bangunan, permasalahan 

mengenai ketidaksesuaian antara IMB dan Sertifikat Laik Fungsi 

dapat dikaji dari   subjek utama keberadaan Sertifikat Laik Fungsi 

yaitu pemerintah, masyarakat dan aturan hukum, namun yang 

mendasar adalah tidak adanya aturan hukum mengenai petunjuk 

pelaksanaan khusus di Kota Bandung yang mengatur mengenai 

Sertifikat Laik Fungsi, sehingga Sertifikat Laik Fungsi di Kota 

Bandung belum dapat berjalan dengan baik. Sertifikat Laik Fungsi 

bangunan gedung yang dalam pemanfaatannya tidak sesuai 

dengan IMB mengandung konsekuensi bahwa Sertifikat Laik 

Fungsi yang seharusnya sesuai dengan IMB harus disesuaikan 

pemanfaatannya dengan ketentuan yang ada dalam IMB(Izin 

Mendirikan Banguna), keberadaan Sertifikat Laik Fungsi ini 

mengandung arti bahwa pemanfaatan yang tertera dalam Sertifikat 

Laik Fungsi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam IMB. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh 

suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. 

Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan 

langsung tentangimplementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung perspektif Fiqih Siyasah di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro. 

 . Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.Penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 



   
 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu. 

 . Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskripsif analisis, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 

mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok 

tertentu. Dan penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung di Dinas Perumahan Dan Pekerjaan Umum Pemerintah 

Daerah Kota Metro yang kemudian dianalisis dengan perspektif 

Fiqih Siyasah. 

 . Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan bentuk dan 

implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah 

Daerah Kota Metro berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Oleh 

karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer Sumber data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber 

data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari 

perorangan yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro dan 

beberapa pemilik hotel kota Metro. 

b. Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek 

penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian. 

 ) Bahan hukum, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan 

terdiri dari kaidah dasar, seperti peraturan perundang-

perundang dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain ; 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor    Tahun 

     Tentang Bangunan Gedung. 



   

 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor   /PRT/M/     tentang Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung. 

 ) Buku-buku Literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari 

kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

ini. 

 ) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, 

artikel-artikel, diinternet dan bahan-bahan lainnya yang 

sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 . Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek 

atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa 

orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.
9
 Populasi 

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa staf dan karyawan 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah 

Kota Metro Bidang Perumahan, Kepala Dinas dan para 

Pemilik Hotel atau yang mewakilinya di Kota Metro yang 

mengurus Sertifikat Laik Fungsi dari Januari sd Agustus      

berjumlah    pemohon. 

b. Sampel 

Sampel implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah bagian 

dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga 

memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat 

dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu metode 

penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu 

                                                           
9 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,     ),   . 



   
 

yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian 

dalam sebuah populasi. Sampel yang diambil adalah satu orang 

dari kepala dinas serta dua orang dari staf dan karyawan seksi 

data, informasi, pemantauan dan evaluasi, serta dari    

pemohon yang mengurus Sertifikat Laik Fungsi dari Januari 

sampai dengan Agustus     , dengna menunjuk   pemohon 

sebagai sampel dan salah satu pemohon yang telah 

mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi dari pihak Aidia Grande 

Hotel (PT. Aidia Indonesia Propertindo). 

 . Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu 

digunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu 

melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitan. 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara 

langsung kelapangan yang telah mengurus SLF (Sertifikat 

Laik Fungsi) sebab dengan cara demikian peneliti dapat 

memperoleh data yang baik, utuh dan akurat.Metode ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek 

penelitian. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 

dan direkam.
10

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 

staf dan karyawan seksi data, informasi, pemantauan, dan 

evaluasi serta pemilik bangunan gedung (pemrakarsa). 

 

 

 

                                                           
10Ibid.,   . 



   

 
c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, dokumen, buku, surat kabar, 

agenda yang dimiliki oleh pihak pemrakarsa. 

 . Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor   /PRT/M/     di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kota Metro. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji 

menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan 

secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang 

merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat 

dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara 

sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini 

sebagai berikut:  

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab Satu Pendahuluan 

yang merupakan gamabaran umum isi penelitian yang terdiri dari 

Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Batasan 

Penelitian, Rumus Masalah, Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian, 

Metode penelitian, Sistematika pembahasan. Bab Dua Landasan Teori 

terdiri dari tinjauan pustaka yang berisi teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Bab Tiga Deskripsi Objek Penelitian terdiri dari 

laporan hasil penelitian yang berisikan tentang paparan data dan hasil 

penelitian. Bab Empat Analisis Penelitian tentang pembahasan hasil 

penelitian. Bab Lima Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 

  



   
 
  



 
 

   

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penelitian, adapun kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah : 

 . Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor   /PRT/M/     di Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Tata Ruang Kota Metro tidak berjalan efektif sebagaimana fakta 

yang didapat dari sampel dalam perspektif masing-masing. 

Ketidakefektifan it disebabkan: Pertama, sumber daya 

pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga 

ahli. Kedua, fasilitas pengekannya belum ada. Ketiga, Kurangnya 

kesadaran pemilik gedung 

 . Perspektif fiqih siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   /PRT/M/     

di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro. 

Berdasarkan konsep kepemimpinan dalam Islam kepala Dinas 

PUPR seharusnya lebih aktif dalam pengimplementasian 

peraturan terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan sehingga 

membuat para pemilik gedung paham dan mengerti pentingnya 

sertifikat laik fungsi bangunan dalam menjamin keselamatan, 

kenyamanan dan keamanan bangunan gedung. Hal ini dilakukan 

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

B. Saran 

 . Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Pekerjaan Umum 

Dan Tata Ruang sebaiknya sering melakukan sosialisasi akan 

pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung 

kepada para pemilik bangunan gedung terutama untuk bangunan 

gedung yang fungsinya untuk pelayanan public mengingat para 

pemilik bangunan gedung belum banyak yang mengetahui tata 

cara pengurusannya. 

 . Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Penanaman Modal 

Dan PelayananTerpadu Satu Pintu sebaiknya sering melakukan 



   
 

koordinasi kepada pemilik bangunan gedung untuk melengkapi 

perizinan bangunan usahanya terutama bangunan gedung. 
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